Lokakarya tentang ‘Free, Prior and Informed Consent’

Membuat FPIC berkerja bagi masyarakat dan perusahaan 

Pekanbaru, 26 - 28 November 2007

Latar Belakang
Kerangka ekonomi negara berkembang seperti Indonesia, secara umum masih berpatokan kepada investasi modal dari luar negeri. Terlebih dengan dibukanya kran investasi bagi pemodal asing melalui UU Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967, maka skema industri Indonesia yang masih membangun diarahkan pada orientasi eksport. Dengan meletakkan pola manufaktur sebagai corak industri nasional, maka hanya satu sektor yang diharapkan mampu mendongkrak nilai ekspor Indonesia, yaitu ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah sebagai bahan baku industri.
Medeo 1970 sampai pertengahan 1980-an adalah masa-masa subur bagi investasi modal di Indonesia, terutama di sektor pertambangan, minyak dan gas bumi, Perkebunan serta kehutanan. Semua investasi ini menjadikan penguasaan lahan sebagai faktor produksi utama, dalam bidang kehutanan dan perkebunan tercatat tidak kurang dari 620 unit usaha pemegang HPH/HPHTI yang menguasai 48 juta Ha lahan hingga tahun 1999. Keberhasilan investasi sektor SDA ini mampu mendongkrak capaian pendapatan per kapita mencapai $ 1000 pada tahun 1996, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi berkisar pada 7% pada tahun 1997 serta tingkat invlasi yang kurang dari dua digit. Hal ini tentu merupakan capaian keberhasilan yang besar. 
Namun keberhasilan ekonomi ini belum diikuti sepenuhnya dengan pemerataan kesejahteraan dan perbaikan kondisi hidup masyarakat, terutama pada komunitas-komunitas yang berada disekitar objek investasi tersebut –terlebih lagi bagi komunitas adat. Badan Pusat Statistik (BPS) melansir pada tahun 2002 terdapat 38,4 juta rakyat Indonesia berada digaris kemiskinan. Tingkat pengangguran pada tahun 2003 mencapai 9,85%, dengan 44,4%nya berada di wilayah pedesaan. Penurunan kualitas kehidupan ini juga diikuti oleh lahirnya berbagai sengketa atas objek investasi, baik terhadap cara-cara penguasaannya, maupun atas dampak yang ditimbulkannya. Beberapa konflik bahkan berujung pada kekerasan yang memakan korban jiwa.
Kondisi ini juga dialami oleh provinsi Riau. Sebagai provinsi yang menyumbang lebih dari 50% dari total produksi dan devisa minyak bumi dan 40% dari industri kehutanan serta perkebunan, -dengan produksi CPO tahun 2006 di naik sekitar 300.000 ton dibandingkan produksi tahun 2005 yang mencapai 3,1 juta ton, Riau masih tergolong kedalam provinsi dengan kondisi hidup masyarakat yang rawan pangan. Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Riau melansir terdapat 663 desa di Riau yang berstatus rawan pangan. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) Riau menyatakan sekitar 22,19% penduduk Riau, merupakan penduduk dengan kategori miskin. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau mencatat bahwa Riau hanya mampu mencukupi kebutuhan infrastrukturnya sebesar 47,61 persen dari kebutuhan yang ada. Keberadaan perusahaan di Riau dalam berbagai bidang ternyata belum sepenuhnya memiliki sumbangsih yang riil atas perbaikan kesejahteraan hidup masyarakat, bahkan banyak pengamat dan data-data yang memperlihatkan penciptaan kantong-kantong kemiskinan lebih banyak berada di sekitar wilayah industri (pabrik ataupun perkebunan).
Lebih ironis lagi, komunitas masyarakat adat di Riau paling “terpinggirkan” atas keberadaan perusahaan-perusahaan ini. Dalam tahun 2003 terdapat 13 kasus sengketa yang mencuat antara masyarakat dengan perusahaan, tahun 2004 menjadi 12 kasus, tahun 2005 ada 12 kasus, dan sepanjang tahun 2006-2007 menjadi 20 kasus. Ke 57 kasus tersebut merupakan konflik tanah dalam skala besar, yang merupakan representasi konflik lainnya di masing-masing kabupaten/kota di Riau, difokuskan pada konflik atas lahan saja. Kebanyakan dasar atas konflik tersebut adalah gugatan atas keabsahan penguasaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana masyarakat adat merasa keberadaan mereka secara historis dan kelembagaan adat memiliki hak atas lahan yang sama. Beberapa konflik bahkan masih berlangsung hingga saat ini.
Ketika keberadaan dan hak masyarakat adat atas teritorinya beserta segala kekayaannya tidak diakui, maka akan melahirkan ketidakpastian investasi. Bibit ketidaknyamanan ini dimulai dari bagaimana cara saat pertama investasi masuk kedalam sebuah wilayah dan komunitas yang ada di sekitarnya. Pengabaian atas hak kesetaraan hanya akan menjadikan investasi sebagai subjek pemaksa. Pada titik ini lah investasi seolah menjadi akar masalah atas lahirnya konflik dan bertambahnya kemiskinan, terutama bagi komunitas adat setempat. 
Menformat ulang defenisi efisiensi dan efektifitas dalam logika ekonomi, terutama pada cara bagaimana sebuah investasi dijalankan agar berhari depan jelas perlu dilakukan. Agar tanggung jawab sosial perusahaan mampu menemukan skema yang pas, serta bernilai guna bagi pembangunan sosial dalam kerangka membangun kemitraan dan kerja sama dengan berbagai komunitas tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan membalik anggapan bahwa tanggung jawab sosial sebagai beban dalam produksi, menjadi tanggung jawab sosial yang mampu memberikan jaminan hari depan bagi investasi. Sejalan dengan persoalan ini komunitas organisasi internasional dan nasional mulai memperkenalkan konsep yang dinamakan Free, Prior and Informed Consent’ (FPIC) yang diharapkan menjadi panduan yang berisikan prinsip dan kriteria untuk investasi yang akan masuk di suatu tempat.
 FPIC telah berkembang sebagai prinsip utama dalam jurisprudensi internasional berhubungan dengan ‘tanggung jawab sosial perusahaan’ dalam sektor seperti pembangunan bendungan, industri ekstraktif, kehutanan. FPIC sebagai sebuah konsep, mencoba mensinergiskan kebutuhan dan keberlangsungan investasi dengan proses kemakmuran masyarakat tempatan, terutama masyarakat adat. Konsep ini telah menjadi diterima secara luas serta telah dinyatakan oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sebagai prinsip utama dalam Prinsip dan Kriteria (P&C). Setali tiga uang, ‘free and Informed consent’ adalah sebuah persyaratan dari Forest Stewardship Council.

FPIC menyiratkan dipahaminya, perundingan-perundingan tanpa paksaan antara investor dan perusahaan atau antara pemerintah dan masyarakat adat/masyarakat hukum adat sebelum perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman atau perusahaan lainnya yang dibangun dan dikembangkan pada tanah adat mereka. FPIC diterima sebagai hal yang penting untuk memastikan tingkat permainan dilapangan antara masyarakat dan pemerintah atau perusahaan, dimana FPIC menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dirundingkan, memberikan perusahaan keamanan lebih luas dan mengurangi resiko investasi. FPIC juga menyiratkan penilaian dampak yang cermat dan partisipatif, kesepakatan desain proyek dan pembagian keuntungan.

FPIC secara sederhana merupakan sebuah hak masyarakat (adat), untuk memutuskan jenis kegiatan pembangunan macam apa yang mereka perbolehkan (izinkan) untuk belangsung dalam wilayah atau tanah adat mereka. Prinsip tersebut juga mengandung makna kebebasan masyarakat adat untuk menyatakan YA atau TIDAK kepada berbagai proyek pembangunan yang direncanakan akan dilangsungkan dalam wilayah (tanah) adat mereka. Sehingga di dalamnya mengandung pula unsur-unsur :

· Penghormatan atas proses pengambilan keputusan dalam komunitas masyarakat adat, serta penentuan perwakilan yang mereka lakukan sendiri.

· Bahwa jika pihak luar ingin mengakses wilayah masyarakat adat, maka harus terlebih dahulu menjelaskan secara jelas apa saja yang akan dilakukan, melakukan negoisasi dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat adat tersebut, dan mengetahui bahwa masyarakat adat dapat saja menyatakan setuju atau menolak rencana pihak luar tersebut.

Per defenisi FPIC penting untuk dipamahi secara keseluruhan sebagai proses yang tidak terpisahkan.

Free atau bebas berarti:

· Keputusan mesti dicapai melalui proses-proses yang saling menghormati kepentingan masing-masing pihak, tanpa ada kekerasan, intimidasi ancaman, penyuapan dan pemaksaan.
· Tidak boleh ada hasil yang bersifat pura-pura atau tipuan (prses yang manipulatif)

Prior atau sebelum berarti:
· Negoisasi harus berlangsung sebelum pemerintah, investor dan perusahaan memutuskan apa yang akan mereka laksanakan. Hal ini berarti sebelum pihak luar masuk dan memulai sesuatu kegiatan di dalam wilayah adat.
Informed atau diberitahukan berarti:
· Pihak luar harus menyajikan semua informasi yang mereka miliki tentang rencana investasi atau proyek kepada masyarakat, terkait dengan intervensi yang akan mereka lakukan, dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat.
· Hal ini berarti memberikan kepada komunitas waktu untuk membada dan mempelajari, menilai dan mendiskusikan atas rencana-rencana yang diajukan pihak luar.
· Juga memberikan waktu kepada masyarakat adat untuk mengumpulkan berbagai informasi penting yang terkait, sehingga masyarakat mengetahui sejaca jelas apa saja dampak dari rencana pihak luar tersebut.
Consent atau persetujuan berarti

· Setiap keputusan atau kesepakatan yang dicapai semestinya dilakukan melalui proses yang terbuka dan bertahap, dengan menghormati hukum adat dan otoritas-otoritas masyarakat yang telah dipilih.
· Hal ini juga berarti sebuah akhir dari keputusan-keputusan yang ditanda-tangani oleh para pemimpin masyarakat yang terkena dampak tanpa harus lagi merujuk pada seluruh anggota komunitas. Oleh karena proses dengan anggota komunitas sudah dilaksanakan sebelum penandatangan kesepakatan berlangsung.

Secara keseluruhan FPIC bermakna; keadilan bagi masyarakat adat selaras dengan keberlangsungan investasi.
Makna yang penting dalam proses FPIC ini adalah bahwa mengesampingkan sama sekali proses pembangunan dan rencana-rencana konservasi yang dilakukan selama ini dengan tanpa konsultasi, partisipasi, dan negoisasi –dengan kata lain tanpa adanya sebuah upaya penghormatan atas hak-hak masyarakat. Oleh karenanya FPIC dapat mengakhiri semua pengabaian atas hak-hak masyarakat adat, serta menjadi sistem penyeimbang dan harmonisasi hubungan antara masyarakat dengan pihak-pihak luar.

Sebagai sebuah sistem, FPIC juga telah menemukan pondasi yuridis bagi keberadaannya, hal ini terlihat dari :

Standar hukum internasional

Walaupun FPIC belum tercantum secara formal dalam aturan hukum HAM internasional, namun dalam aturan ILO Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1)telah cukup termuat yaitu dengan maksud “untuk menjamin adanya kesepakatan”. FPIC juga mengacu pada Draft Declaration of UN and OAS on Ips’ Rights. Kemudian FPIC lebih banyak dicantumkan dalam pelbagai international jurisprudence, Committee of Human Rigts, CERD Committee, dan InterAmerican Commission on Human Rigts.
Selain itu, ada kewajiban pemerintah Indonesia atas hukum internasuinal yang sudaj diratifikasi, yaitu atas CERD (konvensi penghapusan diskriminasi rasial); ICCPR (kovenan internasional tentang hak sipil dan politik); ICESCR (konvenan internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya); dan CBD (konvensi keanekaragaman hayati).

Standar hukum nasional Indonesia
· Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum beserta hak-hak tradisiionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur undang-undang”.
· Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dn peradaban”.
· Pasal 2 ayat (4) UUPA, yang berbunyi “hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentutan-ketentuan peraturan pemerintah”.
· Pasal 6 UU HAM No 30 Tahun 1999, yang memuat ketentuan dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilidungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah, serta identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilidungi selaras dengan perkembngan zaman.
Namun diakui, bahwa FPIC sebagai konsep yang berhubungan dengan ‘tanggung jawab sosial perusahaan’ belum dipahami dan berjalan seperti yang diharapkan. Selain tidak adanya sebuah perhatian dan panduan dari pemerintah, pelaksanaan FPIC lebih bersifat sukarela tanpa paksaan. Sehingga terkadang konsep tanggung jawab sosial yang coba dinaungi oleh FPIC lebih bersifat seremonial dan jangka pendek. Untuk itu perlu peningkatan pemahaman atas konsep FPIC itu sendiri, selain mendorong adanya sebuah rujukan umum bagi pelaksanaannya.
Deskripsi Kegiatan
Kegiatan yang akan dilakukan berupa LOKAKARYA. Lokakarya ini akan mencakup pelatihan tentang bagaimana menyusun dan mengorganisir sebuah sistem yang terdokumentasi dalam untuk perundingan-perundingan yang memungkinkan masyarakat adat, masyarakat lokal dan para pihak lainnya untuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka dalam berbagai negosiasi dan bagi pandangan-pandangan dan harapan-harapan tersebut untuk dimasukan dalam pembuatan keputusan. 

Lokakarya ini akan mulai dengan memisahkan satu-hari sesi pelatihan dengan perwakilan masyarakat dari Riau dan kemudian dengan perusahaan serta petugas pemerintahan. Lokakarya ini akan berbagi informasi tentang bagaimana prosedur FPIC telah dilaksanakan di negara-negara lain dan menggali bagaimana prosedur-prosedur tersebut dapat disesuaikan terhadap berbagai kenyataan hukum dan sosial setempat. Pada hari terakhir, akan ada dialog antara perwakilan masyarakat, perusahaan dan pemerintah daerah bersama untuk secara timbal-balik membahas bagaimana mereka dapat melangkah maju untuk membuat FPIC berjalan dengan baik.
Tujuan
Kegiatan ini bertujuan untuk :

1. meningkatkan kesadaran tentang konsep FPIC dan kepentingannya dalam kinerja sosial. 

2. Memberikan panduan bagi pihak masyarakat dan perusahaan, dan juga pemerintah daerah, tentang bagaimana prosedur yang berhasil dapat dilakukan bersamaan dengan prinsip FPIC

Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kegitan akan dilaksanakan di -------------- Pekanbaru, Riau dari tanggal 26 sampai 28 November 2007 dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:
	Tanggal
	Aktifitas
	Fasilitasi

	Senin, 26 November
	Satu-hari lokakarya dengan masyarakat terkena dampak 
	Forest Peoples Programme, AMAN dan Sawit Watch



	Selasa, 27 November
	Satu-hari lokakarya dengan perusahaan yang peduli 
	Forest Peoples Programme, AMAN dan Sawit Watch



	Rabu, 28 November
	Satu-hari dialog antara masyarakat dan perusahaan 
	Forest Peoples Programme, AMAN dan Sawit Watch


Peserta Kegiatan
Peserta kegiatan terlampir.

Kerjasama Kegiatan

Pekasanaan kegiatan ini diorganisir oleh SCALE UP dan didukung oleh Sawit Watch, People Forest Program dan AMAN.
Transportasi dan Akomodasi

TRANSPORTASI

Panitia hanya menanggung biaya transportasi perwakilan masyarakat dan fasilitator.

Dengan rincian;

a. untuk perwakilan masyarakat dan fasilitator yang berada dalam wilayah Riau maupun di luar wilayah Riau namun masih dalam region Sumatera transportasi ditanggung senilai bus eksekutif.

b. Untuk perwakilan masyarakat dan fasilitator di luar wilayah sumatera akan ditanggung biaya senilai pesawat terbang ekonomi.

Untuk LSM lokal biaya transportasi akan dihitung sebagai per diem.

Sementara perwakilan perusahaan dan perwakilan pemerintah diharapkan menyediakan alokasi transportasi sendiri.

AKOMODASI

Panitia hanya menanggung biaya akomodasi bagi perwakilan masyarakat dan fasilitator. Sementara untuk perwakilan perusahaan, perwakilan pemerintah, dan LSM lokal diharapkan menyediakan alokasi sendiri.

KONSUMSI

Seluruh kebutuhan konsumsi selama lokakarya berlangsung disediakan sepenuhnya oleh panitia.

Kebutuhan lain selain yang berhubungan dengan acara lokakarya seperti loundry, mini bar dll bukan menjadi tanggung jawab panitia.

Anggaran Kegiatan
Perincian Anggaran yang dibutuhkan Terlampir. 

Lampiran Peserta
	NO
	INSTITUSI
	JUMLAH

	A. UNSUR MASYARAKAT

	1. 
	Masyarakat Kuntu, Riau
	3

	2. 
	Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Riau
	4

	3. 
	Riau affected and being communities
	15

	4. 
	Perwakilan masyarakat Riau
	10

	5. 
	Masyarakat Sambas, Kalbar
	3

	6. 
	Masyarakat Sumatera Utara
	1

	7. 
	Masyarakat Sumatera Barat
	2

	8.
	Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Riau
	2

	
	
	

	B. UNSUR ORGANISASI NON PEMERINTAH

	1. 
	Sawit Watch 
	3

	2. 
	FPP 
	1

	3. 
	Interpreter (Esty former in WALHI Eknas)
	1

	4. 
	WALHI Riau
	1

	5. 
	JIKALAHARI
	1

	6. 
	SCALE UP
	1

	
	
	

	C. UNSUR PEMERINTAH

	1. 
	Dinas Kehutanan Provinsi Riau
	1

	2. 
	Dinas Perkebunan Provinsi Riau
	1

	
	
	

	D. UNSUR PERUSAHAAN

	1. 
	APRIL
	4

	2. 
	PT SMART
	2

	3. 
	ASIAN AGRI 
	4

	4. 
	Socfindo
	2

	5. 
	Musi Mas
	2

	6. 
	Dutapalma
	2

	7. 
	Wilmar
	2

	8. 
	Cargil
	2

	9. 
	Makin Group
	2

	10. 
	Lonsum 
	2

	11. 
	RILO
	1

	12. 
	DMSI
	1

	13. 
	GAPKI
	1

	14. 
	APKASINDO
	1

	15. 
	MPOA
	1

	16. 
	GOLDEN HOPE
	1

	
	
	

	E. UNSUR INDIVIDU/FASILITATOR

	1. 
	Resource persons (Patrick, Emil)
	2

	2. 
	Andiko
	1

	
	
	

	TOTAL
	83


